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B A B  I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Masalah kesehatan di Indonesia dipengaruhi antara lain oleh transisi epidemologi, 

transisi demografi, krisis nasional multidimensi, konflik antar kelompok masyarakat, 

serta desentralisasi dengan konsekuensi perubahan peran pusat dan daerah. Transisi 

epidemologi di Indonesia menimbulkan beban ganda bagi pemerintah, karena di saat 

penyakit infeksi masih belum dapat sepenuhnya diatasi namun penyakit-penyakit yang 

diakibatkan oleh gangguan metabolisme dan generatif juga meningkat. Hal ini 

merupakan tantangan yang besar bagi penelitian dan pengembangan kesehatan 

untuk bisa berperan dalam memberikan masukan IPTEK maupun kebijakan kesehatan 

agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

Perkembangan permasalahan kesehatan di Wilayah Indonesia Bagian Timur di 

antaranya penyebaran penyakit Kusta, Malaria, HIV/AIDS, TBC, dan penyakit-penyakit 

endemis lainnya, memerlukan berbagai upaya penanggulangan. Namun upaya 

penanggulangan tersebut belum memperlihatkan dampak yang optimal terhadap 

penurunan prevalensinya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah 

keadaan geografis Indonesia yang secara alami membentuk keragaman tipe ekologi 

dan kehidupan. Keragaman ini menyebabkan terciptanya variasi faktor-faktor 

epidemiologis yang meliputi perubahan lingkungan dari waktu ke waktu, perbedaan 

sosio budaya dan perbedaan kerentanan penyakit. 

Sejalan dengan dilaksanakannya otonomi khusus secara bertahap, mensyaratkan 

agar memperkuat kemampuan jajaran kabupaten di sektor kesehatan, hingga pada 

tahun 2005 dibentuk Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Penelitian di Jayapura, dengan 

nama UPF Penelitian Kesehatan (Litkes) Papua yang berada di bawah Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. UPF Litkes Papua, pada tahun 2008 

statusnya ditingkatkan menjadi Balai Litbang Biomedis Papua yang mempunyai tugas 

melakukan penelitian dan pengembangan biomedis, dengan fokus pada isu kesehatan 

yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia Bagian Timur. Pada tahun 2017 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, nama Balai Litbang Biomedis Papua 

berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II dengan 

keunggulan Pengendalian Kusta. 
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1.2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi 

 

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Litbangkes Papua, adalah untuk:  

1. Sebagai acuan untuk pencapaian sejumlah 19 penelitian bidang kesehatan di 

wilayah kerja, yang akan digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan 

bidang kesehatan terutama meliputi penyakit menular dan penyakit terabaikan 

dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.  

2. Sebagai acuan untuk pencapaian sejumlah 39 publikasi ilmiah berkualitas baik 

nasional maupun global sebagai bentuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian agar 

dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.  

3. Sebagai acuan untuk pencapaian sejumlah 10 rekomendasi kebijakan agar dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024. 

 

1.3. Kondisi Umum 

1.3.1. Organisasi 

Balai Litbangkes Papua secara resmi menjadi satker mandiri pada tanggal 7 Mei 

2008 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

446/MENKES/PER/V/2008. Balai Litbangkes Papua adalah Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan dengan wilayah kerja meliputi provinsi Papua, Papua 

Barat, Maluku dan Maluku Utara. 

Berdasarkan Permenkes Nomor 65 Tahun 2017 Balai Litbangkes Papua di 

klasifikasikan dalam Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II 

yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan 

kesehatan, dengan fungsi sebagai berikut:   

1) penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan 

pengembangan kesehatan;  

2) pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan 

tertentu;  

3) pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang 

kesehatan dan kenggulan tertentu; 

4) pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan; 

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan; 

6) pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan kesehatan; 
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7) pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pegembangan 

kesehatan; 

8) pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan; 

9) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 

10) pelaksanaan ketatausahaan Balai. 

  

Susunan organisasi Balai Litbangkes Papua terdiri dari : 

1) Kepala; 

2) Subbagian Tata Usaha; 

3) Seksi Program dan Kerjasama; 

4) Seksi Layanan dan Sarana Penelitian; 

5) Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Litbangkes Papua 
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1.3.2. Sumberdaya (Manusia, Sarana-Prasarana, dan Anggaran) 

a. Sumberdaya Manusia 

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Balai Litbangkes Papua memiliki pegawai berjumlah 36 orang. 

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai perempuan sebanyak 23 orang (64%) 

sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 13 orang (36%).  

 

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 
Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
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Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah pegawai Balai Litbangkes Papua 

S3 sebanyak 1 orang (3%), S2 sebanyak 8 orang (22%), S1 sebanyak 21 

orang (58%), D3 sebanyak 3 orang (8%) dan SMA/Sederajat 3 orang (8%).  

 

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  

 

Gambar 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

 

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Balai Litbangkes Papua sebanyak 

6 orang (17%) berada pada tingkat golongan II, pegawai dengan tingkat 

golongan III sebanyak 29 orang (80%) dan pegawai yang berada pada 

tingkat golongan IV sebanyak 1 orang (3%). 

 

b. Sarana-Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang dalam 

mencapai tujuan dan sasaran Balai Litbang Kesehatan Papua. Tersedianya 

sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan sumber daya 

manusia Balai Litbang Kesehatan Papua dalam melaksanakan setiap 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan.  

Inventarisasi sarana dan prasarana Balai Litbang Kesehatan Papua dapat 

dilakukan melalui pelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang 

Milik Negara (SIMAK BMN). 

Sarana prasarana fisik digunakan untuk mendukung tercapainya output 

kinerja Balai Litbang Kesehatan Papua. Berdasarkan Laporan Barang Milik 

Negara per tanggal 31 Desember 2020, Balai Litbang Kesehatan Papua 

memiliki sarana dan prasarana berupa : 
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a. Tanah seluas 5.000 m2 dengan nilai Rp20.610.000.000 

b. Peralatan dan mesin sebanyak 1.448 unit dengan nilai Rp41.102.241.154 

c. Gedung dan Bangunan sebanyak 4 unit dengan nilai Rp1.974.263.000 

d. Jaringan 3 unit  dengan nilai Rp45.618.000 

e. Aset tetap lainnya sebanyak 619 buah dengan nilai Rp285.285.000 

f. Aset tetap yang tidak digunakan 8 unit, dengan nilai Rp979.468.200 

 

c. Anggaran 

Anggaran Balai Litbangkes Papua dari tahun 2015–2019 dapat dikatakan 

fluktuatif (naik-turun). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kebutuhan 

pada tiap tahunnya berdasarkan Tabel 1.1. berikut ini: 

 

Tabel 1.1. Alokasi Anggaran Balai Litbangkes Papua Tahun 2015–2019 

 

Pada tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, alokasi 

anggaran Balai Litbangkes Papua sebesar Rp20.622.382.000. Di tahun 2015 

Balai Litbangkes Papua melakukan dua penelitian besar, yaitu penelitian HIV 

dan penelitian Efikasi Kelambu. Serta pada tahun 2015 Balai Litbangkes 

Papua mendapatkan tambahan anggaran dari APBN-Perubahan untuk 

pembelian alat laboratorium guna menunjang penelitian. Pada tahun 2016 

anggaran Balai Litbangkes Papua mengalami penurunan dikarenakan adanya 

efisiensi anggaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu anggaran untuk 

pembangunan gedung laboratorium, sementara itu pada tahun 2017 

anggaran Balai Litbangkes Papua naik menjadi Rp31.194.578.000,00 dengan 

alokasi anggaran terbesar pada belanja modal yang digunakan untuk 

pembangunan gedung, namun dikarenakan pembangunan gedung harus 

direviu pondasi gedungnya, sehingga anggaran tersebut direalokasikan untuk 

pembelian alat laboratorium. Tahun 2018 anggaran Balai Litbangkes Papua 

mengalami penurunan menjadi senilai Rp9.509.623.000,00 dikarenakan pada 

tahun 2018 tidak mendapatkan alokasi untuk pembangunan gedung. Tahun 

2019 anggaran Balai Litbangkes Papua kembali mengalami kenaikan 

dikarenakan mendapatkan alokasi untuk pembelian peralatan dan mesin, 

sehingga anggaran pada tahun 2019 mencapai Rp12.748.635.000,00. 

2015 2016 2017 2018 2019

1 Belanja Pegawai 1.370.444.000   1.666.832.000   2.087.660.000   2.104.387.000     2.131.479.000   

2 Belanja Barang 2.907.467.000   5.319.421.000   6.699.956.000   7.110.745.000     8.209.629.000   

3 Belanja Modal 16.344.471.000 3.130.832.000   22.406.962.000 294.491.000        2.407.527.000   

20.622.382.000 10.117.085.000 31.194.578.000 9.509.623.000     12.748.635.000 

No Mata Anggaran
Tahun

Jumlah
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1.4. Potensi, Permasalahan dan Implikasi 

1.4.1. Potensi 

Potensi yang dimiliki Balai Litbangkes Papua antara lain: 

a. Merupakan lembaga penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian 

Kesehatan.  

b. Tenaga peneliti dan litkayasa yang memiliki disiplin ilmu yang beragam 

dengan usia yang relatif muda.  

c. Dukungan anggaran 

d. Peralatan perkantoran cukup memadai 

e. Peralatan laboratorium cukup memadai 

f. Peralatan lapangan cukup memadai 

g. Mempunyai wilayah kerja yang luas 

h. Kaya akan keragaman hayati dan sosial budaya 

i. Kasus penyakit infeksi masih tinggi 

j. Pesatnya perkembangan penyakit menular dan tidak menular secara global 

k. Kerjasama tim sudah terbangun dengan baik 

l. Meningkatnya permintaan kerjasama bidang penelitian  

m. Ada peluang untuk memperoleh dana dan menjalin kemitraan dengan pihak 

Pemerintah Daerah.  

n. Ada peluang untuk menggali dana kemitraan dari luar negeri, banyaknya 

institusi litbang dari luar negeri melakukan penelitian bidang kesehatan di 

Indonesia.  

 

1.4.2. Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi Balai Litbangkes Papua di antaranya: 

a. Jumlah, jenis/spesialisasi dan kualitas SDM perlu ditingkatkan 

b. Ketrampilan peneliti dan litkayasa belum tersertifikasi 

c. Pembinaan dan koordinasi dari pusat pengampu masih kurang khususnya 

dalam melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan perubahan 

arah penelitian yang lebih generik 

d. Sarana prasarana gedung kantor dan laboratorium belum cukup memadai  

e. Gedung kantor dan laboratorium yang ada saat ini masih terbatas 

f. Belum ada ruang khusus perpustakaan serta jumlah dan jenis buku masih 

kurang 

g. Jaringan komunikasi sulit 
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h. Sering terjadi gangguan listrik yang dapat menyebabkan kerusakan alat-alat 

laboratorium maupun peralatan kantor. 

i. Maintenance alat terbatas 

j. Akses topografi daerah penelitian yang masih sulit dilalui   

k. Database wilayah kerja masih kurang 

l. Kurang membangun jejaring dan sosialisasi di wilayah kerja 

m. Anggaran yang sering berubah-ubah 

n. Situasi politik tidak stabil 

 

1.4.3. Implikasi 

Permasalahan yang ada di Balai Litbangkes Papua memberi implikasi sebagai 

berikut: 

a. Pekerjaan rangkap bagi beberapa staf 

b. Penelitian Balai Litbangkes Papua tidak terkoordinasi baik dengan penelitian 

Pusat Pengampu 

c. Kegiatan utama masih terpusat pada „penelitian‟, dan belum mencapai ranah 

„pengembangan‟ 

d. Penggunaan alat yang bergantian oleh beberapa laboratorium, sehingga 

menghambat proses penelitian  

e. Laboratorium belum terakreditasi 

f. Biosafety dan biosecurity belum memadai 

g. Balai Litbangkes Papua kurang dikenal oleh masyarakat luas 
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B A B  I I  

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan1 

 

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, 

cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam 

pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, 

mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang 

memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh 

karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila 

sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta 

menjunjung tegaknya supremasi hukum. 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 

sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam 

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong 

Royong”. 

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan 

menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang 

sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. 

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni 

layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. 

Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, 

inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial 

mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, 

pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar 

peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan 

tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar 

pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, 

pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan 

budaya literasi, inovasi dan kreativitas. 

                                                 
1
 Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 
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Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan 

mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, 

khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia 

(human capital). Indeks modal manusia (Human Capital Index) mencakup parameter: 

1) Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun 

(probability of survival to age 5), 

2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes 

terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test scores), dan 

3) Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak 

dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting. 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, 

maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan 

struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang 

farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden 

Tahun 2020-2024, sebagai berikut: 

1.  Menurunkan angka kematian ibu dan bayi 

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant 

mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan 

pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian 

indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka 
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kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah 

strategis, efektif dan efisien. 

2. Menurunkan angka stunting pada balita 

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal 

manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah 

menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus 

digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. 

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional 

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun 

FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan 

antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima 

tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan 

pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, 

Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali 

biaya (cost containment). 

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan 

dalam negeri. 

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah 

telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga 

peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri 

ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah 

strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam 

negeri. 

 

2.2. Visi dan Misi Badan Litbangkes 

 

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 

yang telah dijabarkan pada Visi dan Misi Kementerian Kesehatan 2020-2024 

sebagaimana terurai pada BAB 2.1, maka Badan Litbangkes sebagai unit eselon satu 

Kementerian Kesehatan membuat visi dan misi sebagai berikut: 

Visi Badan Litbangkes Tahun 2020-2024: 

“Lokomotif, Legitimator dan Pengawal Pembangunan Kesehatan” 

Misi Badan Litbangkes Tahun 2020-2024: 

1. Mengembangkan sumberdaya litbangkes 

2. Mengembangkan kerjasama strategis litbang dan iptek kesehatan 
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3. Menghasilkan rekomendasi untuk pembangunan kesehatan 

4. Menghasilkan iptek kesehatan. 

 

2.3. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan2 

 

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, 

Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni: 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya Kesehatan 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. 

 

2.4. Tujuan Strategis Badan Litbangkes 

 

Dalam mendukung tujuan strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2020-2024 

khususnya terkait Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan 

Inovatif, Badan Litbangkes memiliki tujuan strategis “meningkatnya penelitian dan 

pengembangan kesehatan yang berkualitas dan berinovasi untuk mendukung program 

pembangunan Kesehatan”. 

Dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengembangan kesehatan yang 

berkualitas dan berinovasi untuk mendukung program pembangunan kesehatan, maka 

ukuran yang akan dicapai adalah: 

1. Meningkatnya hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) dari 1 menjadi 6 

dokumen. 

2. Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan 

kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau 

pemangku kepentingan dari 29 menjadi 145 dokumen. 

3. Meningkatnya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan 

kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan dari 6 menjadi 30 

dokumen. 

4. Meningkatnya hasil penelitian yang didaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) dari 29 

menjadi 145 dokumen. 

                                                 
2
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2.5. Tujuan Strategis Balai Litbangkes Papua 

 

Dalam mendukung tujuan Badan Litbangkes pada tahun 2020–2024, Balai Litbangkes 

Papua memiliki tujuan strategis “meningkatnya penelitian dan pengembangan 

kesehatan yang berkualitas dan berinovasi untuk mendukung program pembangunan 

Kesehatan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara” 

Dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengembangan kesehatan yang 

berkualitas dan berinovasi untuk mendukung program pembangunan kesehatan di 

Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, maka ukuran yang akan 

dicapai adalah: 

1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan 

pengembangan di bidang Biomedis, life Science dan Teknologi Dasar 

Kesehatan selama 5 tahun sebanyak 10 rekomendasi kebijakan 

2) Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan 

internasional selama 5 tahun sebanyak 39 publikasi 

3) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi 

Dasar selama 5 tahun sebanyak 11 hasil penelitian 

4) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat 5 tahun sebanyak 8 hasil penelitian 

 

2.6. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan3 

 

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut 

di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut: 

No Tujuan Strategis No Sasaran Strategis 

1 Peningkatan derajat Kesehatan 

masyarakat melalui pendekatan siklus 

hidup 

1 Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan 

gizi masyarakat 

2 Penguatan pelayanan kesehatan 

dasar dan rujukan 

2 Meningkatnya ketersediaan dan mutu 

fasyankes dasar dan rujukan 

                                                 
3
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No Tujuan Strategis No Sasaran Strategis 

3 Peningkatan pencegahan dan 

pengendalian penyakit dan 

pengelolaan kedaruratan kesehatan 

masyarakat 

3 Meningkatnya pencegahan dan 

pengendalian penyakit serta 

pengelolaan kedaruratan kesehatan 

masyarakat 

4 Peningkatan sumber daya kesehatan 4 Meningkatnya akses, kemandirian dan 

mutu kefarmasian dan alat kesehatan 

5 Meningkatnya pemenuhan SDM 

Kesehatan dan kompetensi sesuai 

standar 

6 Terjaminnya pembiayaan kesehatan 

5 Peningkatan tata Kelola 

pemerintahan yang baik, 

bersih dan inovatif 

7 Meningatnya sinergisme pusat dan 

daerah serta meningkatnya tata Kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih 

8 Meningkatnya efektivitas pengelolaan 

litbangkes dan sistem informasi 

Kesehatan untuk pengambilan 

keputusan 

 

 

2.7. Sasaran Strategis Badan Litbangkes 

 

Sasaran strategis yang menjadi amanah Badan Litbangkes adalah meningkatnya 

efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi Kesehatan untuk 

pengambilan keputusan. Sasaran yang akan dicapai adalah jumlah rekomendasi 

kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kebijakan sebanyak 30 dokumen. 
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2.8. Sasaran Strategis Balai Litbangkes Papua 

 
Sasaran strategis yang menjadi amanah Balai Litbangkes Papua adalah 

meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi Kesehatan 

untuk pengambilan keputusan. Sasaran yang akan dicapai adalah jumlah 

rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang 

dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 10 rekomendasi kebijakan 
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B A B  I I I  

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBANGAAN 

 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional4 

 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan 

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 

2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan 

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan 

tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, 

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan 

merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. 

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya 

umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian 

bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. 

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan 

kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi 

tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung 

Jawab Kementerian Kesehatan 

No Indikator Status Awal 
Target 

2024 

1 Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran 

hidup) 

305  

(SUPAS 2015) 

183 

                                                 
4
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No Indikator Status Awal 
Target 

2024 

2 Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 24  

(SDKI 2017) 

16 

3 Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada balita (%) 

27,7 

(SSGBI 2019) 

14% 

4 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) 

pada balita (%) 

10,2  

(Riskesdas 2018) 

7 

5 Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak 

terinfeksi HIV) 

0,24 

(Kemkes, 2018) 

0,18 

6 Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 319 

(Global TB Report 

2017) 

190 

7 Eliminasi malaria (kabupaten/kota) 285  

(Kemkes, 2018) 

405 

8 Persentase merokok penduduk usia 10-18 

tahun (%) 

9,1  

(Riskesdas 2018) 

8,7 

9 Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 

tahun (%) 

21,8 

(Riskesdas 2018) 

21,8 

10 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak 

usia 12-23 bulan (%) 

57,9 

(Riskesdas 2018) 

90 

11 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama 

terakreditasi (%) 

40 

(Kemkes, 2018) 

100 

12 Persentase rumah sakit terakreditasi 63  

(Kemkes, 2018) 

100 

13 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga 

kesehatan sesuai standar (%) 

23 

(Kemkes, 2018) 

83 
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No Indikator Status Awal 
Target 

2024 

14 Persentase puskesmas tanpa dokter (%) 12  

(Kemkes, 2019) 

0 

15 Persentase puskesmas dengan ketersediaan 

obat esensial (%) 

86 

(Kemkes, 2018) 

96 

 

1. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan 

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan 

pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju 

cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary 

health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh 

inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui 

lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; 

percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan 

permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; 

pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem 

kesehatan. 

 

2. Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan 

a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi Mencakup: 

1) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas 

pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh 

persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani 

pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, 

peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan 

deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas 

pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan 

sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem 

kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan 

farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan 

kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata 

laksana; 

2) Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin 

untuk pneumonia; 
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3) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; 

4) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan 

reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. 

b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan 

permasalahan gizi ganda Mencakup: 

1) Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan 

gizi masyarakat; 

2) Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan 

pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh 

keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; 

3) Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, 

perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; 

4) Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti 

(evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan; 

5) Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama 

mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food 

based approach); 

6) Penguatan sistem surveilans gizi; 

7) Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi 

perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; 

8) Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. 

c. Peningkatan pengendalian penyakit 

Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, 

hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, 

penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis 

terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan 

penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut. Mencakup: 

1) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan 

cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, 

dan perluasan layanan berhenti merokok; 

2) Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk 

pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit 

termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina 

kesehatan; 

3) Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan 

tata laksana penanganan penyakit dan cedera; 



20 |  R A K  2 0 2 0 - 2 0 2 4  B A L A I  P E N E L I T I A N  D A N  P E N G E M B A N G A N  

      K E S E H A T A N  P A P U A  

 

4) Pengendalian resistensi antimikroba; 

5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan 

sanitasi total berbasis masyarakat. 

d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

Mencakup: 

1) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar 

sehat, Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; 

2) Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan 

ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, 

lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara; 

3) Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk 

menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup 

sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non 

kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi 

dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan 

total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar 

bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang 

berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan 

kandungan gula, garam dan lemak; 

4) Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan 

olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani 

untuk hidup sehat; 

5) Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label 

pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan 

memasyarakatkan makan ikan; 

e. Penguatan Sistem Kesehatan 

1) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Difokuskan pada: 

a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan 

masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga 

kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; 

b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan 

keluarga; 

c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat lainnya; 

d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah 

terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis 
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tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi 

dan kelembagaan; 

e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia; 

f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan 

swasta; 

g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat 

kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan; 

h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi 

perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan 

swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan 

jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis 

online; 

i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) 

dan gugus pulau; 

j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; 

k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan 

dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3). 

2) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Difokuskan pada: 

a) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk 

pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi 

dan alat kesehatan); 

b) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di 

daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang 

diminati; 

c) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan 

yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

d) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan 

melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan; 

e) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada 

pelayanan kesehatan dasar; 

f) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan 

kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas; 

g) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan 

dengan kebutuhan dan standar; 

h) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan 
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termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk 

mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan. 

3) Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan 

Difokuskan pada: 

a) Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas 

produk; 

b) Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik; 

c) Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; 

d) Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri 

bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life 

sciences; 

e) Pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong 

kemandirian produksi dalam negeri. 

4) Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian Kesehatan 

Difokuskan pada: 

a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota; 

b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah 

kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan; 

c) Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat 

dan daerah termasuk penerapan sistem single entry; 

d) Penguatan data rutin; 

e) Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, 

termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; 

f) Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan 

preventif berbasis bukti; 

g) Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark 

cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama 

pemerintah dan swasta; 

h) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan 

milik pemerintah; 

i) Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi 

intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian 

prioritas nasional. 

5) Penguatan pelaksanaan JKN 
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Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan 

pelayanan kesehatan (supply side) dan peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan active 

purchasing termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan 

kesehatan dan pengembangan mekanisme cost-sharing, penguatan Health 

Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali 

mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional 

pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai 

standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, 

integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data 

pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku 

kepentingan. 

 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan5 

 

a. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni 

meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-

tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan 

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan 

pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan 

sebagai berikut: 

1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa 

meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta. 

2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu 

hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, 

dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan 

penekanan pada promotif dan preventif. 

3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral 

(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit. 

4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif 

dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dengan didukung inovasi teknologi. 

                                                 
5
 Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 
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5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju 

konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, 

termasuk integrasi lintas program. 

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai 

pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra 

Kementerian Kesehatan 2020- 2024. 

 

b. Strategi Kementerian Kesehatan 

Sebagaimana telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kementerian 

Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi 8 

(delapan) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020-

2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut adalah: 

1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat Meningkatkan 

kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi: 

a) Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik 

dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan 

semenjak ANC; 

b) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi 

ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi; 

c) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas 

kesehatan; 

d) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam 

mendeteksi dini faktor risiko kematian; 

e) Penyediaan ambulans desa untuk mencegah tiga terlambat; 

f) Peningkatan penyediaan darah setiap saat dibutuhkan; 

g) Perbaikan pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di fasyankes dan 

masyarakat melalui pengembangan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik 

Hayati); 

h) Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS; 

i) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI 

(Universal Child Immunization) sampai level desa; 

j) Peningkatan cakupan ASI eksklusif; 

k) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; 

l) Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman 

intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat desa; 

m) Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu 
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hamil, bayi, dan anak balita; 

n) Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan 

perilaku sampai pada keluarga; 

o) Penguatan puskemas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting; 

p) Penguatan sistem surveilans gizi; 

q) Pendampingan ibu hamil untuk menjamin asupan gizi yang berkualitas; 

r) Pendampingan baduta untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan 

pendamping ASI, dan stimulasi perkembangan yang adekuat; 

s) Promosi pembudayaan hidup sehat, melalui edukasi literasi kesehatan; 

t) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi 

kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus; 

u) Mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan, makan buah dan 

sayur, serta kampanye diet seimbang (isi piringku); 

v) Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, 

booklet, media sosial, dan sebagainya; 

w) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar 

sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat; 

x) Melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka 

publik, aktivitas fisik (olah raga), stop smoking, penurunan polusi udara, 

dan peningkatan lingkungan sehat; 

y) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk 

menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan /Health in All Policy 

(HiAP). 

2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan 

Dilaksanakan melalui strategi: 

a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKRTL) 

yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik masih terkendala 

(DTPK), di mana untuk wilayah perkotaan lebih didorong peran swasta; 

b) Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

c) Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan; 

d) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk 

laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk 

integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan 

khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan 

pegunungan); 
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e) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, 

digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan 

kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau; 

f) Penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan 

klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan 

penerapan clinical pathway; 

g) Penguatan kemampuan RS Khusus; 

h) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi 

jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan 

penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik 

pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh 

stakeholder, dan penguatan konsep wilayah kerja; 

i) Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan 

kabupaten/kota dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan 

kesehatan primer sebagai sebuah sistem; 

j) Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan 

pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat Meningkatkan pencegahan dan 

pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

dilakukan melalui strategi: 

a) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian 

cakupan SPM Bidang Kesehatan; 

b) Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor 

terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis; 

c) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; 

d) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat; 

e) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis; 

f) Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan 

kesehatan masyarakat; 

g) Peningkatan advokasi dan komunikasi; 

h) Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, 

keamanan pangan, manajemen biorisiko; 

i) Penguatan sistem laboratorium nasional, termasuk laboratorium kesehatan 

masyarakat untuk penguatan surveilans; 
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j) Penguatan reporting dan real time surveillance untuk penyakit berpotensi 

wabah dan penyakit baru muncul (new emerging diseases); 

k) Membangun sistem kewaspadaan dini; 

l) Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat; 

m) Peningkatan kemampuan daerah termasuk SDM. 

4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan 

Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 

dilakukan melalui strategi: 

a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan 

kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan pembinaan 

pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi provinsi, 

kabupaten/kota dan puskesmas; 

b) Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara 

terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan; 

c) Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan, 

melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan pengujian, 

inspeksi sarana produksi dan distribusi termasuk pengawasan barang 

impor Border dan Post Border, dan penegakan hukum; 

d) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat 

kesehatan dalam negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, 

optimalisasi hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi 

Academic-Bussiness-Government-Community-Innovator (A-B-G-C-I), 

hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat 

kesehatan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, Active 

Pharmaceutical Ingredients (API) kimia dan industri alat Kesehatan 

teknologi tinggi; 

e) Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap vaksin 

halal; 

f) Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan mengutamakan 

pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat kesehatan dalam 

negeri melalui promosi, advokasi, dan pengawasan implementasi regulasi; 

g) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, 

terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan alat 

kesehatan tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal 

melalui Gerakan Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan Obat Modern Asli 

Indonesia (OMAI). 
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5) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar 

Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar 

dilakukan melalui strategi: 

a) Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar; 

b) Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar; 

c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional 

(penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian 

penyakit); 

d) Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK; 

e) Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan 

standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan 

perbaikan regulasi; 

f) Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, 

posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang 

ditetapkan. 

6) Terjaminnya pembiayaan Kesehatan 

Meningkatkan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui strategi: 

a) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBN, 

khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat; 

b) Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) JKN; 

c) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal 10% 

dari APBD; 

d) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta. 

7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan sinergisme pusat dan 

daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

dilakukan melalui strategi: 

a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota; 

b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah 

kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan 

SPM Bidang Kesehatan; 

c) Integrasi, interoperabilitas, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi 

kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry; 

d) Penguatan manajemen kesehatan di kabupaten/kota dalam kerangka 
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otonomi pembangunan kesehatan; 

e) Mendorong sinergisme perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 

f) Mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi; 

g) Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah; 

h) Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja; 

i) Meningkatkan jumlah unit yang masuk dalam kategori WBK dan WBBM. 

8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan 

dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan. 

Meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan 

untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui strategi: 

a) Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk 

mendukung pencapaian pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN 

Bidang Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024; 

b) Menguatkan jejaring penelitian kesehatan dan jejaring laboratorium guna 

memperkuat sistem penelitian kesehatan nasional; 

c) Meningkatkan riset untuk penguatan data rutin baik di fasilitas kesehatan 

dan masyarakat; 

d) Meningkatkan diseminasi dan advokasi hasil penelitian untuk mendorong 

pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan dan program 

kesehatan; 

e) Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan 

yang real time; 

f) Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data hasil 

penelitian dan data rutin; 

g) Mengembangkan poros kebijakan guna peningkatan pemanfaatan hasil 

penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk perumusan dan 

perbaikan kebijakan kesehatan. 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbangkes 

 

3.3.1. Arah Kebijakan 

 

Arah kebijakan dan strategi Badan Litbangkes didasarkan dan mengacu pada arah 

kebijakan dan strategi nasional dan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum di 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan 
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Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024. Arah kebijakan Badan 

Litbangkes adalah sebagai berikut: 

1) Program litbangkes diarahkan untuk menyediakan informasi dan inovasi guna 

mendukung kebijakan program kesehatan berbasis bukti;  

2) Kegiatan Litbang diutamakan pada litbang yang mampu memberikan kontribusi 

signifikan pada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dengan client 

oriented research approach (CORA); 

3) Penelitian dan pengembangan diutamakan dan didorong pada lingkup stratejik nasional, 

komprehensif, kontinum, dan berorientasi pada inovasi dan produk terobosan. 

 

3.3.2. Strategi 

 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 8 sasaran strategis Kementerian 

Kesehatan. Salah satu sasaran strategis yang menjadi amanah Badan Litbangkes adalah 

meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem 

informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan. Efektivitas diartikan sebagai 

pemanfaatan hasil litbangkes untuk pengambilan kebijakan dalam pembangunan kesehatan. 

Untuk itu Badan Litbangkes menerjemahkan sasaran strategis pada sasaran program yaitu 

meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatannya untuk masukan 

kebijakan program kesehatan, dalam mewujudkan sasaran strategis dan sasaran program 

ini akan dilakukan melalui berbagai upaya strategi antara lain: 

1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan mengacu pada RPJMN bidang 

kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024; 

2) Memperluas kerja sama penelitian dalam lingkup nasional dan internasional yang 

melibatkan Kementerian/Lembaga lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia 

usaha, dan lembaga riset lainnya, untuk meningkatkan mutu penelitian dan 

percepatan proses alih teknologi; 

3) Menguatkan jejaring penelitian kesehatan dan jejaring laboratorium guna memperkuat 

sistem penelitian kesehatan nasional;  

4) Pelaksanaan riset diarahkan pada metodologi riset operasional untuk menghasilkan 

rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan Kesehatan;  

5) Meningkatkan diseminasi dan advokasi hasil penelitian untuk mendorong 

pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan dan program Kesehatan; 

6) Pengembangan sumber daya yang mencakup sarana, prasarana, SDM, laboratorium 

dan regulasi terkait penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan; 

7) Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM litbangkes mencakup peneliti, perekayasa, 
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statistisi, analisis kebijakan, litkayasa, dan tenaga fungsional lainnya, untuk 

meningkatkan mutu penelitian, dan pengembangan Kesehatan. 

 

3.4. Kerangka Regulasi 

 

Kerangka regulasi perlu dilakukan perencanaan sebagai langkah dukungan regulasi 

dalam pencapaian kinerja Badan Litbangkes tahun 2020-2024. Kerangka regulasi 

dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran 

peran Badan Litbangkes dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut 

dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

kesehatan khususnya terkait penelitian dan pengembangan kesehatan baik di tingkat pusat 

hingga di tingkat daerah. Secara umum regulasi yang akan diusulkan oleh Badan 

Litbangkes selama tahun 2020-2024 akan digambarkan pada tabel III.2 dan III.3 berikut. 

 

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Program Litbangkes Tahun 2020-2024 

NO 
REGULASI YANG 

AKAN DISUSUN 
JUDUL 

RENCANA 

TAHUN 

DITETAPKAN 

1 Peraturan Menteri 

Kesehatan 

Rancangan Permenkes tentang tentang 

Riset Kesehatan Nasional 

2020 

2 Rancangan Permenkes tentang 

Biorepository 

2023 

3 Rancangan Permenkes tentang 

Penyelenggaraan Penelitian Klinis 

2021 

4 Regulasi mengenai Penerapan Sistem 

Integrasi Pencatatan Kelahiran Kematian 

dan Penyebab Kematian Maternal dan 

Neonatal 

2021 

5 Regulasi mengenai Anti Microbial Resistance 2022 

6 Regulasi mengenai Laboratorium Uji Standar 

sel punca dan produknya 

2024 

7 Keputusan Menteri 

Kesehatan 

Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang 

Jejaring Laboratorium Pemeriksaan 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

2020 
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NO 
REGULASI YANG 

AKAN DISUSUN 
JUDUL 

RENCANA 

TAHUN 

DITETAPKAN 

8 Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang 

Jejaring Laboratorium Pemeriksaan 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

2020 

9 Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang 

Jejaring Laboratorium Pemeriksaan 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

2020 

10 Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang 

Jejaring Laboratorium Pemeriksaan 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

2020 

11 Keputusan Kepala 

Badan Litbangkes 

Keputusan Kepala Badan Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/1914/2020 tentang Tim 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Badan Litbangkes 

2020 

12 Keputusan Kepala Badan Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/59/2020 tentang Penetapan 

Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan 

Badan Litbangkes 

2020 

13 Keputusan Kepala Badan Litbangkes Nomor 

02.02/I/55/2020 tentang Tim Sentra 

Kekayaan Intelektual Badan Litbangkes 

2020 

14 Keputusan Kepala Badan Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/41/2020 tentang Tim 

Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian 

dan Hukum Badan Litbangkes 

2020 

15 Keputusan Kepala Badan Litbangkes Nomor 

02.02/I/28/2020 tentang Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Badan Litbangkes 

2020 

16 Keputusan Kepala Badan Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/26/2020 tentang Unit Layanan 

2020 
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NO 
REGULASI YANG 

AKAN DISUSUN 
JUDUL 

RENCANA 

TAHUN 

DITETAPKAN 

Pengadaan Barang dan Jasa Badan 

Litbangkes 

 

 

Tabel 3.3 Jenis dan Keterangan Kerangka Regulasi Program Litbangkes  

Tahun 2020-2024 

NO. JENIS KETERANGAN 

1.  R. Permenkes tentang tentang 

Riset Kesehatan Nasional 

Merupakan amanat Pasal 43 ayat (2), 

Pasal 44 ayat (5), Pasal 45 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Sebagai tindak 

lanjut dari pembentukan lembaga yang 

bertugas dan berwenang melakukan 

penapisan, pengaturan, pemanfaatan, 

serta pengawasan terhadap 

penggunaan teknologi dan produk 

teknologi. 

2.  R. Permenkes tentang 

Biorepository 

Biorepository berfungsi menyediakan 

materi riset berupa bahan biologi 

tersimpan (BBT) yang berkualitas 

disertai data yang terkait. Biorepository 

merupakan infrastruktur yang memberi 

peluang untuk dapat melakukan riset 

dari aspek epidemiologi, 

etiopathogenesis, diagnostik, terapi dan 

prognosis. Biorepository sangat 

berperan dalam perkembangan yang 

cepat dari epidemiologi molekuler, 

patologi molekuler, penemuan 

biomarker 

pharmacogenomic/pharmacoproteomic, 

serta “personalized medicine” dimana 
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NO. JENIS KETERANGAN 

untuk mendapat hasil yang sahih 

dibutuhkan materi dengan kuantitas dan 

kualitas yang memadai. Dengan 

perkembangan teknologi kearah 

molekuler dan genetik, maka kebutuhan 

akan BBT berkualitas menjadi penting. 

Seperti halnya penerapan GCP (Good 

clinical practice) pada penelitian klinik, 

GCLP (Good clinical laboratory practice) 

juga harus diterapkan; dan hal itu 

dilakukan pada Biobank. Regulasi ini 

akan mengatur mengenai pemanfaatan 

bahan biologi tersimpan untuk kegiatan 

penelitian tersebut diatas. 

3.  R. Permenkes tentang 

Penyelenggaraan Penelitian 

Klinis 

Regulasi ini diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap produk hukum yang 

mengatur secara komprehensif terkait 

Penyelenggaraan Penelitian Klinis. 

4.  Regulasi mengenai Penerapan 

Sistem Integrasi Pencatatan 

Kelahiran Kematian dan 

Penyebab Kematian Maternal 

dan Neonatal 

Dalam rangka penerapan pencatatan 

sipil dan statistik, maka diperlukan 

penguatan sistem pencatatan kelahiran, 

kematian dan penyebab kematian. 

Penguatan sistem tersebut akan 

dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota 

di Indonesia dengan standar yang 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 

program pembangunan kesehatan 

dilaksanakan. 

5.  Regulasi mengenai Anti 

Microbial Resistance 

Sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Kesehatan Nasional. Peraturan ini akan 

mengatur tentang: scoop surveilance 

AMR, apa saja yang dilakukan jejaring 
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NO. JENIS KETERANGAN 

lab AMR sistem pengelolaan data dan 

pengiriman data mekanisme pelaporan 

pembagian tanggungjawab. 

6.  Regulasi mengenai 

Laboratorium Uji Standar sel 

punca dan produknya 

Regulasi ini diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap produk hukum yang 

mengatur secara lebih komprehensif 

terkait Laboratorium Uji Standar sel 

punca dan produknya, mulai dari 

pelaksana uji standar, pelaksanaan uji 

standar sel punca sampai pada produk 

yang dihasilkan. 

7.  Keputusan Menteri Kesehatan 

NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 

tentang Jejaring Laboratorium 

Pemeriksaan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) 

Berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, bahwa pemerintah 

bertanggung jawab melakukan upaya 

pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular serta 

akibat yang ditimbulkannya. Upaya 

pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular 

dilakukan untuk melindungi masyarakat 

dari tertularnya penyakit, menurunkan 

jumlah yang sakit, cacat dan/atau 

meninggal dunia, serta untuk 

mengurangi dampak sosial dan ekonomi 

akibat penyakit menular. Upaya tersebut 

dilakukan melalui kegiatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi 

individu atau masyarakat. 

8.  Keputusan Menteri Kesehatan 

NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 

tentang Jejaring Laboratorium 

Pemeriksaan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) 

9.  Keputusan Menteri Kesehatan 

NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 

tentang Jejaring Laboratorium 

Pemeriksaan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) 

10.  Keputusan Menteri Kesehatan 

NOMOR 

HK.01.07/MENKES/182/2020 

tentang Jejaring Laboratorium 

Pemeriksaan Coronavirus 
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NO. JENIS KETERANGAN 

Disease 2019 (COVID-19) 

11.  Keputusan Kepala Badan 

Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/1914/2020 tentang 

Tim Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) Badan 

Litbangkes 

Dalam rangka penguatan peran Badan 

Litbangkes sebagai Laboratorium 

Rujukan Nasional Pemeriksa Covid-19 

perlu dilakukan upaya peningkatan 

kualitas manajemen jejaring 

laboratorium pemeriksa Covid-19 

12.  Keputusan Kepala Badan 

Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/59/2020 tentang 

Penetapan Kuasa Pengguna 

Anggaran di Lingkungan Badan 

Litbangkes 

Untuk mendukung pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara maka perlu ditunjuk Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) di 

lingkungan Badan Litbangkes 

13.  Keputusan Kepala Badan 

Litbangkes Nomor 

02.02/I/55/2020 tentang Tim 

Sentra Kekayaan Intelektual 

Badan Litbangkes 

Pembentukan Sentra Kekayaan 

Intelektual Badan Litbangkes masa 

tugas Tahun 2020 

14.  Keputusan Kepala Badan 

Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/41/2020 tentang Tim 

Penyelesaian Permasalahan 

Kepegawaian dan Hukum 

Badan Litbangkes 

Dalam rangka penyelesaian 

permasalahan kepegawaian dan hukum 

ASN di lingkungan Badan Litbangkes 

15.  Keputusan Kepala Badan 

Litbangkes Nomor 

02.02/I/28/2020 tentang Komisi 

Etik Penelitian Kesehatan 

Badan Litbangkes 

Pembentukan Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Badan Litbangkes 

masa tugas tahun 2020-2021 

16.  Keputusan Kepala Badan 

Litbangkes Nomor 

HK.02.02/I/26/2020 tentang Unit 

Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa Badan Litbangkes 

Pengelolaan pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Badan Litbangkes 
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3.5. Kerangka Kelembagaan 

 

Kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk terlaksananya fungsi organisasi. Desain 

organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan 

perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis yang dapat 

mempengaruhi pembangunan kesehatan secara umum dan terlaksanya fungsi organisasi. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, tentu saja perlu mempertimbangkan hasil 

analisis beban kerja, termasuk dengan menentukan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan 

Kerangka Organisasi dan Tata Laksana  yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-

2024 meliputi penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis 

beban kerja, dan uraian tugas, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi 

birokrasi. 

Penjelasan secara rinci mengenai Kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:  

1) Penyederhanaan Birokrasi sesuai dengan arahan Presiden; 

2) Penyusunan Peta Proses Bisnis organisasi; 

3) Penataan Kelembagaan organisasi; 

4) Penyusunan Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes (dengan usulan 

kelembagaan Badan Litbangkes ke depan); 

5) Penyusunan Permenkes Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes (dengan usulan 

kelembagaan Badan Litbangkes ke depan); 

6) Penyusunan Matriks Tugas dan Fungsi Pusat (Eselon 2); 

7) Restrukturisasi tugas dan fungsi satuan kerja UPT di lingkungan Badan; 

8) Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan; 

9) Memperbaiki informasi jabatan (Infojab) satuan kerja Sekretariat, Pusat dan satuan 

kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru; 

10) Memperbaiki analisis beban kerja (ABK) dari satuan kerja Sekretariat, Pusat dan satuan 

kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;  

11) Menyusun tata hubungan kerja antar satuan kerja Sekretariat, Pusat dan satuan kerja 

UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru; 

12) Menyusun standar prosedur operasional masing-masing satuan kerja Sekretariat, Pusat 

dan satuan kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang 

baru;  

13) Melaksanakan redistribusi sumber daya sesuai dengan struktur organisasi yang baru, 

yang meliputi sumber daya manusia serta sarana prasarana; 
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14) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penataan organisasi sesuai 

dengan program pembangunan kesehatan; 

15) Revisi Peta Jabatan Sekretariat, Pusat dan satuan kerja UPT di lingkungan Badan 

sesuai dengan struktur organisasi yang baru; dan 

16) Memfasilitasi implementasi reformasi birokrasi. 
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B A B  I V  

KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Kegiatan 

Kegiatan Balai Litbangkes Papua Tahun 2020-2024 terdiri dari dua kegiatan, yaitu: 

1) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan 

2) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

 

4.2. Target Kinerja  

Untuk mencapai tujuan Balai Litbangkes Papua “meningkatnya penelitian dan 

pengembangan kesehatan yang berkualitas dan berinovasi untuk mendukung program 

pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara”, 

diperlukan indicator-indikator kinerja yang memiliki tolok ukur pencapaian target 

kinerja hingga 2024. 

Tabel 4.1. Target Kinerja Balai Litbangkes Papua 

2020 2021 2022 2023 2024

1 Jumlah rekomendasi 

kebijakan yang 

dihasilkan dari penelitian 

dan pengembangan di 

bidang Biomedis, life 

Science dan Teknologi 

Dasar Kesehatan

2 2 2 2 2

2 Jumlah publikasi karya 

tulis ilmiah di bidang 

Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan yang 

dimuat di media cetak 

dan atau elektronik 

nasional dan 

internasional

7 8 8 8 8

3  Jumlah hasil penelitian 

dan pengembangan di 

bidang Biomedis dan 

Teknologi Dasar 

Kesehatan 

2 2 2 2 3

2 Meningkatnya Penelitian 

dan Pengembangan di 

Bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat

4 Jumlah hasil penelitian 

dan pengembangan di 

bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat

1 1 2 2 2

Meningkatnya Penelitian 

dan Pengembangan di 

Bidang Biomedis dan 

Teknologi Dasar 

Kesehatan

1

Target
SasaranNo Indikitor Kinerja 
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4.2.1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari Penelitian dan 
Pengembangan di Bidang Biomedis, Life Science dan Teknologi Dasar 
Kesehatan 

 
Balai Litbangkes Papua yang memiliki fungsi pelaksanaan penelitian dan kajian 

di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu bertujuan untuk menghasilkan 

rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh stake holder 

terkait, khususnya bagi pembangunan kesehatan di Provinsi Papua, Papua 

Barat, Maluku dan Maluku Utara yang merupakan wilayah kerja Balai Litbangkes 

Papua. 

Target rekomendasi kebijakan yang akan dicapai Balai Litbangkes Papua 

selama tahun 2020-2024 adalah sebanyak 10 rekomendasi kebijakan, hal ini 

dapat digambarkan dalam tabel 4.2. berikut: 

Tabel 4.2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari Penelitian 
dan Pengembangan di Bidang Biomedis, Life Science dan Teknologi Dasar 
Kesehatan 

2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya Penelitian 

dan Pengembangan di 

Bidang Biomedis dan 

Teknologi Dasar 

Kesehatan

1 Jumlah rekomendasi 

kebijakan yang 

dihasilkan dari penelitian 

dan pengembangan di 

bidang Biomedis, life 

Science dan Teknologi 

Dasar Kesehatan

2 2 2 2 2

No Sasaran Indikitor Kinerja 
Target

  
 

4.2.2. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi 
Dasar Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional 
dan internasional 

 

Balai Litbangkes Papua akan mempublikasikan karya tulis ilmiah di bidang 

biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau 

elektronik baik nasional dan internasional selama 5 tahun sebanyak 39 publikasi. 

Target tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut ini: 

Tabel 4.3. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik 
nasional dan internasional 

2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya Penelitian 

dan Pengembangan di 

Bidang Biomedis dan 

Teknologi Dasar 

Kesehatan

2 Jumlah publikasi karya 

tulis ilmiah di bidang 

Biomedis dan Teknologi 

Dasar Kesehatan yang 

dimuat di media cetak 

dan atau elektronik 

nasional dan 

internasional

7 8 8 8 8

No Sasaran Indikitor Kinerja 
Target
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4.2.3. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 
 

Penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar 

kesehatan yang akan dilaksanakan Balai Litbangkes Papua tahun 2020-2024 

sebanyak 11 hasil penelitian. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini: 

Tabel 4.4.Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis 
dan Teknologi Dasar Kesehatan 

2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya Penelitian 

dan Pengembangan di 

Bidang Biomedis dan 

Teknologi Dasar 

Kesehatan

3  Jumlah hasil penelitian 

dan pengembangan di 

bidang Biomedis dan 

Teknologi Dasar 

Kesehatan 

2 2 2 2 3

No Sasaran Indikitor Kinerja 
Target

 
 

4.2.4. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan 
Masyarakat  

 

Balai Litbangkes Papua pada tahun 2020-2024 juga akan melaksanakan 

penelitian di bidang upaya kesehatan masyarakat. Target yang akan dicapai 

selama 5 tahun adalah sebanyak 8 hasil penelitian di bidang upaya kesehatan 

masyarakat. Target ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

2020 2021 2022 2023 2024

2 Meningkatnya Penelitian 

dan Pengembangan di 

Bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat

4 Jumlah hasil penelitian 

dan pengembangan di 

bidang Upaya Kesehatan 

Masyarakat

1 1 2 2 2

No Sasaran Indikitor Kinerja 
Target

  
 

4.2.5. Dukungan Manajemen 

 

Dalam melaksanakan indikator kinerja, diperlukan kegiatan dukungan 

manajemen. Dukungan manajemen pada Balai Litbangkes Papua dapat dilihat 

pada tabel 4.6. berikut: 
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Tabel 4.6. Dukungan Manajemen 

No Kegiatan

1 Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Biomedis dan 

Teknologi Dasar Kesehatan

1 Penyusunan Publikasi Karya Tulis 

Imliah

2 Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomedis 

dan Teknologi Dasar Kesehatan

1 Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengembangan di Bidang Biomedis

3 Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan 

Pengembangan di Bidang Biomedis, Life Science, dan 

1 Penyusunan Formulasi Rekomendasi 

Kebijakan

1 Pengadaan Kendaraan Bermotor

2 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 

dan Komunikasi

3 Pengadaan Peralatan Fasilitas 

Perkantoran

4 Pembangunan/ Renovasi Gedung dan 

Bangunan

1 Penyusunan Rencana Program dan 

Penyusunan Rencana Anggaran

2 Pelaksanaan Pemantauan dan 

Evaluasi

3 Pengelolaan Keuangan dan 

Perbendaharaan

4 Pengelolaan Kepegawaian

5 Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah 

Tangga dan Perlengkapan

6 Pelaksanaan Layanan Manajemen 

Bidang llmiah dan Etik

7 Pelaksanaan Layanan Manajemen 

Laboratorium

1 Gaji dan Tunjangan

2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2 Penelitian dan 

Pengembangan 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat

1 Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya 

Kesehatan Masyarakat

1 pelaksanaan penelitian dan 

Pengembangan di Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit

5 Layanan Dukungan Manajemen Satker

6 Layanan Perkantoran

KomponenOutput

Penelitian dan 

Pengembangan 

Biomedis dan 

Teknologi Dasar 

Kesehatan 

1

4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

 

 

Layanan Sarana dan Prasarana, Layanan Dukungan Manajemen Satker dan 

Layanan Perkantoran merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan 

indikator kinerja Balai Litbangkes Papua. 

a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

1. Pengadaan kendaraan bermotor 

Tujuan kegiatan ini adalah mengadakan kendaraan bermotor yang 

digunakan untuk keperluan operasional kantor. 

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

Tujuan kegiatan ini adalah mengadakan perangkat pengolah data dan 

komunikasi yang menunjang kelancaran kegiatan perkantoran. 

3. Pengadaan fasilitas perkantoran 

Tujuan kegiatan ini adalah mengadakan peralatan fasilitas laboratorium, 

peralatan dan fasilitas perkantoran serta perangkat pengolah data guna 

menunjang terlaksananya kegiatan baik kegiatan laboratorium maupun 

kegiatan kantor yang baik sehingga dapat mencapai tujuan dari tugas 

pokok. 
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4. Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan 

Untuk mendukung terlaksananya indikator kerja, pembangunan gedung 

bangunan sangat penting. Pembangunan gedung Balai Litbangkes Papua 

meliputi perkerjaan fisik dan pekerjaan non fisik. Selain pembangunan 

gedung diperlukan pula renovasi gedung kantor untuk laboratorium. 

b. Layanan Dukungan Manajemen Satker 

1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 

Kegiatan yang dilakukan pada penyusunan rencana program dan 

penyusunan rencana anggaran meliputi 1) penyusunan dokumen 

perencanaan dengan melakukan rapat kerja Balai serta menyusun 

dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT); 2) menyusun dokumen 

anggaran dengan melakukan review RKA-K/L. 

2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan kegiatan antara 

lain pemantauan kinerja satker Balai Litbangkes melalui kegiatan Laporan 

Triwulan (LAPTRI), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal 

Pemerintah (SAKIP), kegiatan pameran daerah untuk mempublikasikan 

hasil litbang, seminar nasional/ internasional dalam negeri oleh para 

peneliti serta kegiatan jejaring dan penyusunan daftar informasi publik. 

3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 

Pada kegiatan ini dilakukan pembianaan administrasi dan pengelolaan 

keuangan, penyusunan laporan keuangan tahunan, penyusunan SAI 

(SAK dan SIMAK BMN), penyusunan catatan akhir laporan keuangan 

(CaLK), melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan, melaksanakan 

pelayanan ketatausahaan. 

5. Pengelolaan Kepegawaian 

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia di bidang penelitian maupun administrasi. Kegiatan yang 

dilakukan antara lain : 1) Pengembangan SDM yang meliputi kegiatan 

Pertemuan ilmiah berkala, Pertemuan ilmiah dalam dan luar negeri, 

Pendidikan lanjutan S1, S2 dan S3, Pelatihan fungsional (Pelatihan 

metodologi riset dan Pelatihan jabatan fungsional), Pelatihan teknis 

(Pelatihan operator peralatan laboratorium, Pelatihan manajemen 

laboratorium, Pelatihan peningkatan mutu laboratorium, Pelatihan bio 

security dan bio safety laboratorium, Pelatihan Mikrobiologi, Pelatihan 

Virologi, Pelatihan Imunologi dan Serologi, Pelatihan Parasitologi, 
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Pelatihan Entomologi dan Pelatihan Biologi Molekuler),    Pelatihan 

administrasi manajemen, Diklat PIM, Diklat analis kepegawaian, 

Penatausahaan barang milik Negara, Pengadaan barang dan jasa , 

Bendaharawan, Perpustakaan, Analis akuntansi pemerintah; 2) 

Rekruitmen pegawai baru dengan bidang peminatan D3/S1 Analis 

Kesehatan, D3 Analis Kimia, D3 Arsiparis, D3 Perpustakaan, D3/S1 

Teknologi Informasi, Dokter, S1 Biologi, S1 Antropologi Kesehatan, S2 

Mikrobiologi, S2 Parasitologi, S2 Virologi, S2 Imunologi, S2 Biologi 

Molekuler dan S2 Biostatistik. 

6. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 

Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan manajemen biobank yang bertujuan 

untuk mewujudkan sistem manajemen biobank yang berkualitas baik 

dalam preservasi dan penyimpanan spesimen maupun dalam sistem data 

base sampel. Kegiatan ini meliputi persiapan equipment dan sistem 

penyimpanan data, pemrosesan (pengkodean sampel), analisa data dan 

pembuatan laporan. 

7. Pelaksanaan Layanan Manajemen Bidang Ilmiah dan Etik 

Layanan Bidang Ilmiah dan Etik di dalamnya terdiri dari kegiatan 

pembayaran persetujuan etik sebagai syarat dilaksanakannnya kegiatan 

penelitian serta pembelian ATK dan pencetakan dokumen pertemuan 

ilmiah berkala. Pertemuan ilmiah berkala adalah kegiatan bagi peneliti 

dan litkayasa untuk mempresentasikan tulisan maupun materi baru yang 

didapat dari pelatihan-pelatihan sebelumnya serta mendiskusikan secara 

kritis dari berbagai aspek ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

8. Pelaksanaan Layanan Manajemen Laboratorium 

Manajemen laboratorium merupakan kegiatan yang dilakukan guna 

menciptakan kinerja laboratorium yang terorganisasi, terstandar dan 

berjalan sesuai fungsi untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian. 

Kegiatan ini meliputi pembelian reagen laboratorium dan operasional 

laboratorium serta pemeliharaan alat laboratorium. 

c. Layanan Perkantoran 

Kegiatan yang dilakukan pada layanan perkantoran meliputi kegiatan pendukung 

indikator kinerja yang di dalamnya meliputi pembayaran gaji pegawai (belanja 

pegawai) serta kegiatan pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan 

kantor. 

 



45 |  R A K  2 0 2 0 - 2 0 2 4  B A L A I  P E N E L I T I A N  D A N  P E N G E M B A N G A N  

      K E S E H A T A N  P A P U A  

 

4.3. Kerangka Pendanaan 

Balai Litbangkes Papua memiliki kerangka pendanaan untuk kegiatan yang akan 

dilakukan pada tahun 2020 hingga 2024, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini. 

 

Tabel 4.7. Kerangka Pendanaan Balai Litbangkes Papua Tahun 2020 – 2024 

2020 2021 2022 2023 2024

Balai Penelitian 

dan 

Pengembangan 

Kesehatan 

Papua

14.230.081.000  100.343.063.000  23.570.051.000  24.340.000.000  26.190.000.000  

SATKER
TAHUN

 

 

Dari Tabel 4.5. dapat dilihat bahwa kerangka pendanaan dari tahun ke tahun 

mengalami naik turun. Pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp14.230.081.000,00 

mengalami kenaikan di tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 terdapat anggaran 

yang digunakan untuk pembangunan gedung laboratorium Balai Litbangkes Papua. 

Pada tahun 2022 anggaran Balai Litbangkes Papua turun menjadi 

Rp23.570.051.000,00. Pada tahun 2023 anggaran Balai Litbangkes Papua naik 

menjadi sebesar Rp24.340.000.000,00. Dan alokasi anggaran tahun 2024 naik 

kembali menjadi sebesar Rp26.190.000.000,00. 
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